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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Pertumbuhan masing-masing anak memang memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda apalagi dibandingkan dengan orang dewasa, perilaku 

kejahatan yang dilakukan oleh anak kadangkala sama dengan kejahatan 

yang dilakukan oleh orang dewasa, namun bukan berarti sanksi yang 

diberikan juga sama. Seiring berjalannya waktu kasus pembunuhan yang 

dilakukan oleh orang anak memberikan perhatian bagi kalangan 

masyarakat, hal tersebut di latar belakangi oleh beberapa hal salah satunya 

ialah lingkungan keluarga, faktor ekonomi, lingkungan pertemanan dan juga 

perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak 

tersebut. Faktor keluarga ialah faktor yang ditimbulkan oleh keluarga 

sendiri, seperti contoh terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang 

menyebabkan anak mengalami kekurangan kasih sayang dari keluarga, dari 

segi faktor perekonomian keluarga yang tidak cukup baik menyebabkan 

kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi dari hal tersebut akibat yang 

ditimbulkan ialah anak melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi 

kebutuhannya, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap psikologis 

anak karena anak sangat mudah terpegaruh terhadap lingkungan 

disekitarnya.1 

 
1 Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, Anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 

 

 

1 
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Faktor yang terakhir ialah faktor perkembangan teknologi, faktor ini 

adalah faktor yang sangat berbahaya bagi anak-anak apabila mereka tidak 

bijak dalam menggunakan teknologi anak tersebut dapat meniru apa yang 

mereka lihat ataupun mereka dengarkan. Dikarenakan dampak dari hal 

tersebut anak tersebut berani untuk melakukan hal yang sangat keji salah 

satu contohnya ialah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.2 Pada 

prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus 

dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri namun dikarenakan masih 

tergolong di bawah umur maka anak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 

kehadiran orang tua atau wali dari anak tersebut. 

Anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan di pengadilan 

banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum tersebut tidak 

mempertimbangkan aspek edukatif, konstruktif dan cenderung destruktif 

karena justru menimbulkan dampak negatif bagi anak, berdasarkan Pasal 1 

ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang 

dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 

anak yang menjadi saksi tindak pidana. Peradilan anak merupakan suatu 

peradilan yang khusus menagani perkara pidana anak, penyidik anak, 

penuntut umum anak, hakim anak, petugas kemasyarakatan termasuk 

kedalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan anak (The 

 

melakukan tindak pidana, Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan 

bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum. 
2 Sarwini, Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya “Kenakalan Anak (Juvenile 

Deliquency), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol XVI No 4, hlm 249. 
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Juvenile Justice System), hal ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan 

anak juga dapat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak 

yang terjerat masalah dengan hukum. 

Gambar 1.1 

 

Skema restorative justice pengadilan anak di indonesia 

 

 
 

 

Sumber: https://www.google.com/search?q=skema+restorative+justice 
 

Sistem Peradilan Pidana Anak (The Junevile Justice System), yaitu 

istilah yang digunakan di sejumlah institusi antara lain polisi, jaksa, hakim, 

penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak, dan fasilitas 

pembinaan anak. Muladi berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana 

merupakan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum 

pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.3 Belakangan ini banyak 

kasus yang membahas terkait masalah pemidanaan anak salah satu kasusnya 

ialah kasus pembunuhan berencana, berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang- 

 

3 Mukadi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro,1995), hlm 1 

https://www.google.com/search?q=skema%2Brestorative%2Bjustice
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Undang Hukum Pidana bahwa: barang siapa dengan sengaja dan terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan 

rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama 20 tahun. Terlepas dari hal tersebut anak harus tetap 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang 

yang berlaku. 

Sistem Peradilan Anak memili upaya diversi dalam menyelesaikan 

kasus tujuan adanya diversi ialah untuk mencapai perdamaian antara korban 

dan anak di luar proses pengadilan, di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang- 

Undang Sistem Peradilan Anak dimana pelaksanaan diversi harus memiliki 

persetujuan korban walaupun ada pengecualian yakni pada tindak pidana 

yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana korban, atau 

nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum setempat. 

Penelitian ini menyajikan 2 (dua) putusan sebagai bahan hukum untuk 

dapat dikaji secara mendalam putusan yang penulis fokuskan perihal 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 

16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre4, dan putusan berikutnya Putusan Nomor 

5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl5. Apabila dikaji berdasarkan kasus yang 

 

4 Pada putusan ini terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1), 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini, 

terdakwa yang bernama Dian Prayoga alias Yoga bin Budi dan Pebriansyah Bin Iwansyah 

melakukan pesta narkoba bersama Abdul Malik, Feri Yanto dan Asri lalu mereka melakukan 

pemerkosaan. Selanjutnya tubuh korban pun dimasukkan kedalam karung lalu dibakar di semak- 

semak. 
5 Pada putusan ini terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini 

terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan cara memukuli korban sampai keadaan tubuh 

korban tidak berdaya dan korban meninggal dunia lalu terdakwa bersama-sama menguburkan tubuh 

korban tersebut di dalam parit guna menghilangkan jejak. 
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penulis uraikan, penulis tertarik mengkaji serta menganalisis permasalahan 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam karya tulis ilmiah 

yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 

16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus 

Anak/2021/PN Rhl”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 16/Pid Sus 

Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

dalam Hukum Positif? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pertanggungjawaban 

Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada 

Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 

5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 
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anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif. 

 
D. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikitan dalam bidang 

hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui problematika yang 

sering terjadi dalam perkembangan hukum pidana khususnya tentang 

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana, serta dapat menambah pemikiran hakim atas 

kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan 

berencana pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan 

Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penulisan Ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

dalam memberikan masukan serta menambah pengetahuan dari pihak- 

pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, serta dapat membantu 

pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum pidana. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar Penelitian ini dapat terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk diteliti. 

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan dibatasi pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan 

hakim pada kasus anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dengan 
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analisis Putusan No. 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan No. 5/Pid 

Sus Anak/2021/PN Rhl. 

F. Kerangka Teoritis 
 

Kerangka teoritis adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan 

dimensi, setiap penelitian selalu disertai dengan disertasi dan pemikiran 

teoritis dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori 

dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Teori 

ini menempati kedudukan yang sangat penting karena teori ini memberikan 

sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibahas, uraian 

permasalahan yang semula nampak tersebar dan berdiri sendiri dapat 

disatukan dan ditunjuk kaitannya dengan satu sama lain secara lebih 

bermakna.6 Teori dapat menjadi sarana penjelasan yang bermanfaat 

sehingga akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori dan menilai 

manfaat dari teori tersebut. 

Soerjano Soekanto berpendapat bahwa kontinuitas perkembangan ilmu 

hukum sangat bergantung dengan metodelogi, aktivitas penelitian, dan 

imajinasi sosial hal ini juga sangat ditentukan oleh teori.7 Kerangka teori 

adalah landasan teori atau dukungan teori dalam memperkuat kebenaran 

dari permasalahan yang dianalisis sehingga dalam melakukan analisis suatu 

penelitian diperlukan analisis berupa kerangka teori. Adapun kerangka teori 

 
 

6 Khuzaifah Dalmyanti, Teorisasi Hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum 
di Indonesia, (Semarang: Muhammadiyah Surakarta, 2004) hlm 37. 

7 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 6. 
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yang dipergunakan penulis adalah: 

 
 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 
 

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum positif menganut 

asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legalitas, 

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu perbuatan yang berasal 

dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya 

dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana apabila adanya 

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat aturan yang 

mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 34 KUHPidana 

bahwa Pertanggungjawaban Pidana adalah tindak pidana berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku yang memenuhi syarat dalam undang- 

undang yang dapat dikenai pidana dikarenakan perbuatannya, syarat 

untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu 

pidana harus ada unsur berupa kesengajaan atau kealpaan.8 

Pertanggungjawaban Pidana diistilahkan dalam bahasa asing 

sebagai toerekeen-baarheid, criminal responsibility, criminal liability 

Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan 

apakah perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak 

terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.9 Pertanggungjawaban 

Pidana dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk 

 

 

8 Hamzah Tarik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm 11. 
9 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 

65. 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan orang 

lain. Keefektifan Perlindungan yang diberikan Undang-Undang untuk 

kepentingan masyarakat demi terciptanya suatu kedamaian dan 

ketertiban, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut 

masalah hukum saja melainkan menyangkut pula masalah-masalah 

nilai moral ataupun kesusisalaan yang ada di dalam suatu masyarakat. 

2. Teori Kesalahan 
 

Kesalahan adalah suatu kekeliruan atau terdapat sesuatu yang salah, 

kesalahan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk belajar agar 

menjadi lebih baik lagi. Idris berpendapat bahwa kesalahan merupakan 

suatu hal yang mendasar dan positif dalam proses pembelajaran namun 

kenyataanya kesalahan juga dapat menurunkan rasa percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah. Berdasarkan Pasal 6 (2) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman bahwa seseorang tidak dapat 

dijatuhi pidana, kecuali karena terdapat alat bukti yang sah menurut 

Undang-Undang dan mendapatkan keyakinan bahwa seseorang 

tersebut telah bersalah atas perbuatan yang telah didakwakan terhadap 

dirinya. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa apabila terdapat 

pemidanaan harus ada kesalahan terlebih dahulu. Terdapat beberapa 

unsur kesalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab pada pelaku, berarti 

keadaan jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal; 

2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik 
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kesengajaan (dolus) ataupun kealpaan (culpa); 

 

3. Tidak terdapat alasan pemaaf terdapat kemungkinan adanya keadaan 

yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya dapat 

dihapuskan misalnya terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui 

batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa karena serangan atau 

ancaman serangan (Pasal 49 Ayat 2 KUHPidana). Untuk 

menyatakan adanya kesalahan maka harus dipastikan apakah 

perbuatan si pelaku bersifat melawan hukum. 

Hukum pidana mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan yang rasional dan sebagai sarana kontrol 

sosial, Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 

pembuat delik.10 

3. Teori Perlindungan Hukum 
 

Teori Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia masyarakat yang telah dirugikan oleh orang lain agar dapat 

memenuhi hak-hak yang telah diberikan oleh hukum yang berlaku, 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik 

 

 
 

10 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1984), hlm 2 
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secara mental maupun fisik.11 Perlindungan Hukum dalam hal ini hanya 

memberikan perlindungan dari segi hukum saja, perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terdapat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya sesama manusia 

serta lingkungannya. 

Muchsin Berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan 

kegiatan untuk melindungi individu dengan memfokuskan hubungan 

antara nilai dan kaidah yang dalam sikap dan tindakan agar menciptakan 

adanya ketertiban pergaulan hidup antar manusia.12 Perlindungan hukum 

merupakan suatu hal yang dapat melindungi subjek-subjek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan 

berupa sanksi. 

Perlindungan Hukum terbagi menjadi dua, antara lain: 

 

a. Perlidungan Hukum Preventif 

 

Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah sebelum 

adanya pelanggaran yang dilakukan, hal ini terdapat di dalam 

perundang-undangan untuk memberikan rambu-rambu dan batasan- 

batasan dalam melakukan suatu kewajiba. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir, 

perlindungan ini meliputi sanksi berupa denda, penjara, dan 

 

11 Satjipto Rahardjo, ” Penyelenggara Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, 

Jurnal Masalah Hukum, (1993), hlm 74. 
12 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret,2003), hlm 14. 
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hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu 

pelanggaran. 

G. Metode Penelitian 
 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka teknologi penelitian yang diterapkan 

harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menajdi induknya. 

Adapun metode penelitian yag digunakan oleh penulis sebagai berikut: 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif, penelitian ini menjelaskan serta menganalisis 

permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai 

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus 

yang telah peneliti dapatkan. Penelitian hukum normatif adalah 

prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan 

logika keilmuan hukum dari sisi normatif. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, 

di antaranya: 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

 

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) adalah suatu 

pendektan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan 

dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana dan peraturan lain yang berhubungan 
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dengan objek penelitian.13 

 

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia 

II 127. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 

32. 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

3. 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 153. 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan kasus menggunakan penetapan hakim dan putusan 

hakim sebagai sumber bahan hukum , pada penelitian kali ini penulis 

akan melakukan kajian dengan Putusan Nomor 16/Pid Sus 

Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN 

 

13 Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publising,2007), hlm 300. 
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Rhl. 

 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

a. Jenis Bahan Hukum 

 

Pada penelitian ini, bahan pustaka sebagai data dasar dalam 

penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder, data sekundr 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas antara lain buku sampai 

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.14 Pada penelitian 

skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber 

dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. 

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.15 

 

 

 
b. Sumber Bahan-Bahan Hukum 

 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui 

studi bahan hukum kepustakaan baik berupa dokumen resmi, buku, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber atau 

dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi buku, jurnal ilmiah, 

 

14 Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1985), hlm 24. 
15 Amiruddin, Asikin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada,2004), hlm 12. 
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data yang diambil melalui wawancara yang dilakukan di Kantor 

Komisi Perlindungan Anak, Undang-Undang dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok pembahasan 

penelitian, peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik 

Indonesia II 127. 

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32. 

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 3. 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 153. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan 

cara menelusuri literatur yang berkaitan denfan penelitian seperti 

hasil penelitian atau pendapat para ahli. Data sekunder terdiri dari 
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data yang berbasis wawancara, buku hukum, jurnal ilmiah,artikel 

ilmiah yang berkaiytan dengan isu hukum yang dibahas di dalam 

penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara 

lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif yang berkaitan 

dengan isu huku di dalam penelitian ini.16 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi 

kepustakaan dan studi lapangan dengan bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier dengan cara mengumpulkan serta mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan denfan 

tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. 

5. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum 
 

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang 

awalnya data tersebut menjelaskan secara rinci, kemudian data tersebut 

diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya 

diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan 

yang terdapat di skripsi ini. 

 

 
 

16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005). 

Hlm 185 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan di dalam penelitian 

ini adalah prosedir deduktif, Aminuddin dan Zaenal berpendapat bahwa 

analisis yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai 

pegangan utama dan metode induktif sebagai metode penunjang. 

Penulis menggunakan metode deduktif yaitu penalaran hukum yang 

berlaku umum pada kasus individual yang konkrit.17 Pada proses 

metode deduktif berupa perwujudan hukum dan norma hukum yang 

dirumuskan secara umum dengan aturan hukum positif dan diterapkan 

guna penyelesaian persolaan hukum konkrit yang dihadapi sehongga 

diperoleh kesimpiulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang 

diteliti. Peneliti menarik kesimpulan yang berawal dari suatu kasus atau 

perisitiwa hukum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya 

bersifat umum ke khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), hlm 72 
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